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PENGESAHAN

. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan pada unit kerja di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan bagi Sekretariat KPU
Kabupaten Padang Pariaman dalam Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang
Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin
paling sedikit 1 (satu) kali setahun;

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi Komisioner, Sekretaris
dan semua Sub Bagian dalam proses pekerjaan (kegiatan) PPID di KPU Kabupaten
Padang Pariaman;

. Untuk mengantisipasi keadaan force majeure, perubahan/revisi dapat dilakukan selama
dalam pelaksanaan SOP ini;

. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 5 tidak berlaku untuk kegiatan pengunggahan
produk hukum yang telah selesai dilaksanakan;

. Dalam hal sebagian atau seluruh prosedur dalam SOP ini bertentangan dengan Peraturan
KPU atau Keputusan KPU atau SOP sejenis yang ditetapkan oleh KPU Republik
Indonesia, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU atau Keputusan
KPU atau SOP sejenis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia;

. Prosedur Standar Operasional ini berlaku dan bersifat mengikat pada saat ditetapkan

Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Parit Malintang

Pada tanggal 02 Desember 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

Q

Tres Natalia Situmorang




Nomor SOP

10 TAHUN 2025

Tanggal Pengesahan

02 Desember 2025

Disahkan Oleh

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RADANG PARIAMAN
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KABUP ATEN P AD ANG P AR' AMAN Nama SOP Standar Operasional Prosedur = Peningkatan Pelayanan Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas di KPU Kabupaten Padang Pariaman
Tujuan SOP Peningkatan Pelayanan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di KPU
TUJUAN

Kabupaten Padang Pariaman sebagai dasar dalam melaksanakan pelayanan tamu bagﬁ
penyandang disabilitas sesuai ketentuan.

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaiman telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik,
dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 1 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komrsi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2| Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Publik bagi
Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan bagr Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

ol

1. Memahami alur dan sistem pelayanan tamu bagi Penyandang Disabilitas di KPU
Kabupaten Padang Pariaman,

2. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara baik dengan tamu penyandang
disabilitas ;

3. Memahami peraturan dan alur protokolor di KPU Kabupaten Padang Pariaman.




14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 6 Tahun 202 1 tentang Tata Tertib Keamanan dan Ketertiban di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 197 Tahun 2023 tentang Standar 1. | Alat Pengamanan
Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 2. | Area Parkir Khusus Difabel
Kabupaten Padang Pariaman 3
- | Petugas Pemandu
g' Kursi Roda
6. Ram
* | Ruang Pojok Difabel
7. Meja Registrasi
8. | Buku Tamu Difabel
9. | Alat Tulis Kantor
10. | Tanda Pengenal Tamu
11. | Handy Talky
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tentang Peningkatan pelayanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan KPU 1. | Rekap Data Masuk dan Keluar Tamu;
Kabupaten Padang Pariaman tidak dilaksanakan dapat menghambat tujuan dalam memberikan pelavanan yang 2. Laporan Harian.

inklusif dan setara bagi penvandang disabilitas




FLOWCHART PENINGKATAN PELAYANAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
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EVALUASI SOP

Evaluasi SOP pelayanan tamu penyandang disabilitas di lingkungan KPU Kabupaten
Padang Pariaman bertujuan memastikan ketentuan dilaksanakan konsisten dan berdampak
nyata dalam peningkatan layanan publik yang inklusif. Evaluasi tidak hanya menilai
kepatuhan prosedur, tetapi juga mengukur kepuasan tamu disabilitas serta mengidentifikasi
hambatan lapangan.

Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali atau sewaktu-waktu bila ada
pengaduan, hambatan serius, atau perubahan aturan terkait aksesibilitas. Prosesnya meliputi
pengumpulan data melalui observasi, wawancara/kuesioner, maupun laporan pengaduan. Data
tersebut menjadi dasar penilaian terhadap kesesuaian SOP dengan standar pelayanan,
termasuk ketersediaan sarana ramah disabilitas, sikap petugas, dan akses informasi.

Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan yang memuat temuan lapangan, tingkat
kepatuhan, kepuasan tamu disabilitas, hambatan, serta rekomendasi perbaikan. Rekomendasi
wajib ditindaklanjuti melalui peningkatan fasilitas, penyempurnaan mekanisme, pelatihan
petugas, atau penyesuaian SOP.

Indikator keberhasilan meliputi sarana ramah disabilitas yang berfungsi baik, petugas
ramah dan nondiskriminatif, kepuasan tamu yang tinggi, menurunnya pengaduan, serta

adanya mekanisme perbaikan berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Sekretaris,
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

W]

Tres Natalia Situmorang



